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       P U T U S A N
Nomor  70/Pdt.G/2013/PA.Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara -

perkara tertentu  pada  tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam 

perkara cerai talak antara:-------------------------------------------------------------------

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan Sarjana, pekerjaan 

Karyawan Swasta, tempat tinggal di  Kota Kediri, Selanjutnya 

disebut sebagai Pemohon ;---------------------------------------------

Melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan 

karyawan Swasta, tempat tinggal Jl.  Kota Kediri, Selanjutnya 

disebut sebagai Termohon ;--------------------------------------------

Pengadilan Agama tersebut ;----------------------------------------------------------------

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----------------------------------

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di 

persidangan ;------------------------------------------------------------------------------------

TENTANG DUDUK PERKARANYA 

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Januari 

2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri Nomor  

70/Pdt.G/2013/PA.Kdr tanggal 28 Januari 2013, yang pada pokoknya 

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :------------------------------------------------

1.--------- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2009, pemohon telah 

melangsungkan pernikahan dengan termohon  yang dicatat oleh 

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Mojoroto,  

Kota Kediri, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 763/78/
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X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 atau Duplikat Kutipan Akta Nikah 

Nomor : 763/78/X/2009, tanggal 16 Januari 2013;---------------

2.-Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon 

bertempat tinggal bersama  dan bergaul sebagaimana layaknya suami 

isteri di   Kota Kediri dan hingga saat ini belum dikaruniai anak;-----

3.-------- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon 

berjalan dalam keadaan rukun, sejak bulan Januari 2012 rumah 

tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara 

Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;    

4.-Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain 

disebabkan : -----------------------------------------  

• karena sikap Termohon yang berani/melawan Pemohon jika timbul 

permasalahan, selain itu Termohon sering berkata kotor kepada 

Pemohon dan sering mengucapkan keinginannya untuk minta cerai 

dari Pemohon;-----------------------------------------

• karena Termohon terlalu boros dalam mengatur ekonomi keluarga, 

sehingga berapapun penghasilan yang telah Pemohon peroleh selalu 

tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;---------

5.---Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi 

pada bulan Juli 2012 yang pada akhirnya antara Pemohon dan 

Termohon berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, dan selama 

berpisah tempat tinggal tersebut sudah sama-sama mengabaikan 

tugas dan kewajiban sebagai suami istri;---------------------  

6.-Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut keluarga Pemohon 

dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan 

baik kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi 

sebagaimana layaknya suami isteri dalam  rumah tangga, namun tidak 

berhasil;---------------------------------------------
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7.-Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan 

sudah tidak tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan 

Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon 

sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu 

Pemohon memutuskan  untuk segera mengakhiri perkawinan ini 

dengan perceraian;-------------------------------------

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon merasa sudah tidak 

tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan termohon, 

oleh karenanya pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri 

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang 

amarnya berbunyi:-----------------------------------------------------------------------

PRIMER  :

1.------------------------------------- Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.--Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan 

ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang 

Pengadilan Agama Kediri ;-----------------------------------------------------
3.---Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara 

sesuai dengan peraturan yang berlaku;--------------------------------------
SUBSIDER  :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus 

menurut hukum dengan seadil - adilnya;---------------------------------------------
Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan 

Pemohon dan Termohon hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis 

Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi 

tidak berhasil ;------------------------------------------------------------------------------- ---

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, maka sesuai 

Perma Nomor 1 Tahun 2008 ditempuh mediasi, kedua belah pihak dimuka 

sidang sepakat memilih mediator Drs. Moch. Rusdi dan atas dasar 

kesepakatan tersebut, Ketua Majelis Hakim meminta kepada mediator yang 

disepakati tersebut untuk memediasi kedua belah pihak ; --------------------------
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Menimbang, bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 20 

Nopember di ruang Hakim  dan menurut laporan mediator tersebut hasilnya 

gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, 

maka surat permohonan pemohon dibacakan dan Pemohon menyatakan 

tetap pada permohonannya ; 

Menimbang, bahwa ketika sidang dengan agenda memberi 

kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban ternyata 

Termohon tidak hadir dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi 

dan patut, maka hak mengajukan jawaban  Termohon menjadi gugur;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, 

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :-----------------------------

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kota Kediri atas nama Pemohon, 

nomor NIK 3571033010790001 tanggal 18 Pebruari 2010, yang 

bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata 

sesuai dengan aslinya (P.1) ; ------------------------------------------------------

2. Foto  copy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan 

Termohon Nomor Kk.13.30/02/02/Pw.01/06/2013 tanggal 16 Januari 2013  

yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama  Kecamatan 

Mojoroto, Kota Kediri, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan 

dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);----------------------

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, 

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :-----------------------------

1. SAKSI 1, umur 32 tahun, agama Katolik, pekerjaan Swasta, tempat tinggal 

di  Kediri, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah 

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :------------------------------------

• Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi 

adalah  adik  Pemohon;--------------------------------------------------------------

• Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah 

suami isteri sah yang menikah pada tahun 2009;-----------------------------
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• Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga  Pemohon 

dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak  awal tahun 2012 

rumah tangga Pemohon dan Termohon  sudah tidak harmonis lagi 

yang disebabkan Termohon sering keluar rumah bahkan keluar kota 

dengan laki-laki lain,  akibatnya sejak bulan Juli 2012 Pemohon dan 

Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang 

lebih 7 bulan, Pemohon sering menginap di rumah saksi;------------------

• Bahwa sebelum menikah Pemohon beragama Kristen dan sejak 7 

bulan yang lalu pemohon kembali lagi memeluk agama Kristen ;-------- 

2. SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Kristen, pekerjaan Swasta, tempat tinggal 

di  Kota Kediri, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah 

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :------------------------------------

• Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi 

adalah saudara sepupu Pemohon;-----------------------------------------------

• Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah 

suami isteri sah yang menikah pada tahun 2009;-----------------------------

• Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga  Pemohon 

dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak  awal tahun 2012 

rumah tangga Pemohon dan Termohon  sudah tidak harmonis lagi 

yang disebabkan Termohon sering keluar rumah bahkan keluar kota 

dengan laki-laki lain,  akibatnya sejak bulan Juli 2012 Pemohon dan 

Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang 

lebih 7 bulan ;---------------------------------------------------------------------------

• Bahwa sejak 7 bulan yang Pemohon telah kembali memeluk agam 

Kristen ;----------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan 

yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan mohon 

putusan;-------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka 

ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara 
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Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan 

dengan putusan ini;----------------------------------------------------------------------------

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 

sebagaimana tersebut di atas ;----------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk 

memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama 

dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut pada sidang 

pertama sidang perdamaian Pemohon dan Termohon hadir secara inperson 

dipersidangan.;------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah 

berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun upaya 

tersebut tidak tercapai dengan demikian kehendak pasal 65 jo. Pasal 82 ayat 

(4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 

31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 

Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi.;------------------------------

Menimbang, bahwa demikian pula telah dilakukan mediasi 

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 

Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tetapi 

hasilnya gagal. ;-----------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta 

mendengar keterangan Pemohon dipersidangan, maka yang menjadi pokok 

masalah dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar 

diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di 

hadapan sidang Pengadilan Agama Kediri dengan dalil dan alasan yang 

dijadikan dasar hukum adalah -karena sikap Termohon yang berani/melawan 

Pemohon jika timbul permasalahan, selain itu Termohon sering berkata kotor 

kepada Pemohon dan sering mengucapkan keinginannya untuk minta cerai 

dari Pemohon dan  Termohon terlalu boros dalam mengatur ekonomi 
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keluarga, sehingga berapapun penghasilan yang telah Pemohon peroleh 

selalu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;-----------------

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon  

tidak mengajukan jawaban karena Termohon tidak hadir dalam persidangan-

persidangan selanjutnya; -----------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa pada beberapa sidang lanjutan Termohon tidak 

hadir dipersidangan, sedangkan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan 

oleh suatu alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut 

untuk menghadap dipersidangan. Oleh karena Termohon tidak mengajukan 

bukti dan selanjutnya meneruskan perkara ini secara kontradictoir, sesuai 

putusan MARI nomor: 350 K/Put/1984 tanggal 8 Januari 1986 dan sesuai 

dengan 212 Rv yang menyatakan jika seseorang semula hadir pada sidang 

yang lalu, tetapi kemudian pada sidang berikutnya tidak hadir maka perkara 

dapat diputus secara kontradictoir;-----------------------------------------------------

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil 

permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 

menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada 

bagian duduk perkara.------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa bukti P.1, merupakan akta otentik yang memberi 

bukti bahwa Pemohon  bertempat tinggal di wilayah Kota Kediri, sedangkan 

dalam perkara perceraian harus diajukan ditempat kediaman Termohon 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, 

maka bukti P.1 harus dikesampingkan;---------------------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan syarat 

mutlak mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak ternyata Pemohon 

dan Termohon masih terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan 

terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan 

berkepentingan mengajukan perkara ini ; -----------------------------------------------
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Menimbang, bahwa saksi Dedi Gunawan bin Edy Gunawan dan 

Kristian Cahyadi bin Slamet  adalah saksi-saksi dari pihak keluarga 

Pemohon, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan telah 

memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan 

mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan 

didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan keterangan 

satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan 

perkara a quo, maka  telah memenuhi syarat materiil saksi. Oleh karenanya 

dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 76 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo  pasal 22 ayat 

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ; --------------------------------------

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengaku 

telah kembali ke agama Kristen, oleh karenanya pengakuan Pemohon 

tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 174 HIR.;-----------------

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban 

Termohon, bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, 

maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----------------------------------

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah 

menurut Hukum Islam yang menikah pada tanggal  16 Oktober 2009, dan 

belum dikaruniai anak ;-------------------------------------------------------------------

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dalam rumah tangganya dan saat ini telah berpisah tempat 

tinggal selama kurang lebih 7 bulan;--------------------------------------------------

3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan 

Termohon karena Termohon sering keluar rumah bahkan keluar kota 

dengan orang lain ;-----------------------------------------------------------------------  
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4. Bahwa sebelum menikah Pemohon beragama Kristen kemudian masuk 

agama Islam dan sejak 7 bulan yang lalu Pemohon telah kembali ke 

agama Kristen ;-----------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam antara suami isteri 

harus tunduk kepada agama Islam, sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-

Undang No. 1 tahun 1974 juga firman Allah dalam Al-Qu’an surat Al-Baqarah 

ayat 221  yang artinya sebagai berikut:---------------------------------------------------

” Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka 

beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada 

wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu 

menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum 

mereka beriman. Sesungguhnya budak-budak yang mukmin lebih baik 

daripada orang yang musyrik walaupun dia menarik hatimu “ (Q.S. Al 

Baqarah : 221);----------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam pada hakekatnya untuk 

mentaati perintah Allah dan mengikuti sunnah rasul serta melaksanakannya 

merupakan ibadah, sehingga telah diatur secara mendetil segala akibat 

hukum dari tingkah laku pasangan suami istri tersebut, dan tujuan 

perkawinan dalam Islam adalah untuk membina rumah tangga yang 

mawadah dan rahmah, maka apabila salah satu pasangan dari suami atau 

isteri riddah/murtad, maka ikatan perkawinan yang telah diakadkan menjadi 

fasakh/rusak sebagaimana dalam Kitab Fiqih Sunah Juz 2 Halaman 389 

selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim yang berbunyi  

sebagai berikut:---------------------------------------------------------------------------------

 واحد اي ردة لان بالاخر منهما كل علقة انقطعت الزوجين احد ارتد اذا
موجبة منهما

تعتبرفسخا الفرقة وهذه بينهما للفرقة

Artinya: “Apabila salah seorang dia antara suami isteri murtad (keluar dari 

Islam) dan tidak kembali lagi menganut agama Islam, maka akaq 

(nikah)nya difasakhkan dengan sebab murtadnya tersebut”.;----------
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di 

atas, perkawinan antara Pemohon dan Termohon  harus ditafriq dengan 

fasakh karena Pemohon telah murtad, yang dengan murtadnya itu 

menjadikan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak 

harmonis lagi baik lahir maupun batin, meskipun Pengadilan Agama telah 

berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak agar 

rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini sesuai pasal 39 ayat (1) dan 

(2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (h) Kompilasi 

Hukum Islam;------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon dan Termohon 

telah rusak, maka Pemohon tidak perlu mengucapkan Ikrar Talak terhadap 

Termohon, sehingga Majelis Hakim menolak permohonan Pemohon dalam 

petitum point 2 dalam surat permohonan Pemohon dan mengabulkan 

permohonan subsider Pemohon dengan menfasakh perkawinan Pemohon 

dan Termohon ; --------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72  Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,  Majelis Hakim memerintahkan 

Panitera Pengadilan Agama Kediri atau pejabat yang ditunjuk untuk 

mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang 

wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada 

Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon 

dilangsungkan;-------------

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang 

perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 

tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya 

seperti termuat dalam amar putusan ini ; -
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Mengingat akan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 

sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 

dan Peraturan Perundang-undangan lainnya serta hukum Syar’i yang 

berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

2. Menyatakan perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan  

Termohon (TERMOHON) putus karena fasakh;------------------

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri 

untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan 

hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya 

meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta 

kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan 

Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam 

daftar yang disediakan untuk itu ;

4. Membebankan kepada Penggugat  untuk membayar biaya 

perkara ini sebesar Rp  541.000,-(lima ratus empat puluh satu 

ribu rupiah rupiah);

Demikian Putusan  ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis 

Hakim pada hari ini Selasa tanggal 05 Maret 2013 Masehi bertepatan 

dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah oleh kami Drs. MOH. 

MUCHSIN sebagai Ketua Majelis,  Drs. MAFTUKIN dan MOEHAMAD 

FATHNAN, S. Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota  Majelis, 

Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk 

umum oleh ketua majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh EDWARD 

FIRMANSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh 

Pemohon diluar hadirnya Termohon ; -

KETUA MAJELIS
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Drs. MOH. MUCHSIN

ANGGOTA MAJELIS

Drs. MAFTUKIN

ANGGOTA MAJELIS

MOEHAMAD FATHNAN, S. Ag., M.H.I.

PANITERA PENGGANTI

EDWARD FIRMANSYAH, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran   .............................. :  Rp.   30.000,-

2. Biaya Proses ........................................ :  Rp.   50.000,-

3. Biaya Panggilan ..................................   :  Rp. 450.000,-

4. Biaya Redaksi ...................................... :  Rp.     5.000,-

5. Biaya Meterai ...................................... :  Rp.     6.000,- 

Jumlah  ................................................   :  Rp. 541.000,- 

 (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) 
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